PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/813/DINKOMINFOTIK /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL PADA SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang
mengamanahkan mekanisme untuk memperoleh informasi
publik didasarkan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya
ringan dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan
dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada pemohon informasi publik selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan  Peraturan

Perundang-Undangan,;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Statistik
Sektoral pada Satu Data Indonesia di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu disusun
Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Satu Data
Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Satu Data
Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);




10.

2:1.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856),;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6950).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 112),

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233),

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan
Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157),

Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1745),

Peraturan Badan Pusat Statistk Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);




13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2022 Nomor 7 Seri D);

14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2013 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 43);

16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik
Sektoral Pada Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerntah
Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan 1ini.

KEDUA . Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu meliputi :
a. standar operasional prosedur perencanaan data;
b. standar operasional prosedur pengumpulan data dan

pemeriksaan data;

c. standar operasional prosedur penyebarluasan data; dan
d. standar operasional prosedur pemanfaatan data.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supgailiat
pada tanggal eptember 20235

 Pj. BUPATVBANGKA,

o
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